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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 REMBANG 

NOMOR : 8 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 6 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ti 
RE M BANG 

NOMOR : 6 TAHUN 1989 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEG ERI SIPIL DI LINGKUNGA~ PEME
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 

BUPATI KEPALA DA!:RAH TINGKAT II REMBANG 

Menimbang a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan 
secara berdaya guna dan barhasil guna 1ert11 

menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam 
Wilayah Kabup3ten Daerah Tingkat II Rambang, 
perlu mengatur l;ibih lanjut pe1aksanaan Pasel 
43 ayat (2) Unddng-undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerin tahan di 
Daerah mengenal Penunjukan P,myidik sesuai 
P~raturan Perundar.g-undangan yang berlaku, 

b. bahwa dengan Undang -2 Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana dan Feraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, jo. Pera • 
tu•an Mente•i Kehakiman Nomor : M - 05. PW. 
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07 03 Tahun 1984 telah diatur tentang svarat. 
syarat dan Tatac11•a oengusulan, pEingangkatan 
dan pemberhentian Psnyidik Pegawai Nageri 
Si oil. 

c. bahwa sEihubungan dengem hal-hal tMsebut 
pada huruf a dan b diatas, meka keten•uan 
mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah l(abupaten Daerah Ting 
kat II Rembang perlu diatur dengan Peraturan 
Daer ah. 

1, Undang-undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah, 

2. Undang- undang Ncmor 13 Tahun 1950 jo. Pe
raturan Pemerintah Nomor 3 2 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah daerah Kahupaten 
da lam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah . 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokc k Kepegciwaian. 

4 Undang-undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Aca ra Pidana. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang 
Hukum Acara Pidana. 

6 . Peraturan Menteri Kqhak ima!"I Nomor M - 05. 
PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pe
laksanaan Peno usu Ian Pengar gkatan dan Pem
b erh entian Penyidik Pe~awai Negeri Sipil. 

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 
PW, 07, 03 Tahun 1984 ten tang wewenang 
Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil. 

8. Keputusan Menteri Da lam Negeri Nomor 23 
Tahun 1986 tentang Ketentuan L mum mange 
n11i Penyidik Pegawai Negen Sipil di lingkung• 
an Pemerintah Daerah. 



-3 -

Denqan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daereh Tingkat II Rembang. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
Tl~GKAT II REM SANG TENTANG PE,'IIYIDIIC 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LI NG l( UNGAN PE
MERI NTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG 

BAB I 

KETENTUAN UMU."1 

Pasal I 

Dalam Peri,turan Daerah yang dimaksud dengan 

a. Daerah ada lah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Oaerah Ting 
kat 11 Rembang. 

c. Bupati l<epala Oaerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II Rembang. 

d Penyidik adalan Penyidik Pegawai I\' egeri Sipil sebagaimana 
d1maksud pada Pasal 6 ayat l 1} huruf b Undang - undang No 
mor 8 Tahun 1981. 

BAB II 

KEOUDUKAN 

Pasal 2 

Penyidik dalam mela~ssnakan tugasnya berada dlbawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Oaerah melalul 
Prmpinan Unit Organisasinya. 

Pasal 3 

Penvidilc bertugas melakukan penyldikan atas pelanggaran 
Peraturan 0derah, yang ber1aku dalam wi,ayah Hukum ditempat 
Penyidik te,sebut ditempatkan. 
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B A B Ill 

KEWENANGAN 

Pasal 4 

(1) Penyidik mempunyai wewenang ; 

a. Menerima laooran atau pangaduan dari seseorang tentang 
-zsdanya tindak Pidana. 

b. Melakukan t indakan pertama pada saat itu di tempat ke• 
jadian dan me'akukan pemariksaan. 

c, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan rnemeriksa tanda 
pengenal tersangka. 

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

f. Memanggil orang untuk di dengar dan d iperiksa sebagai 
tersangka atau saksi, 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubu
ngan dengan pemeriksaan perkara. 

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pa 
ristiwa lersebut bukan meruoakan t indak pidana dan selanjut 
nya melalui penyidik POLR I memberitahu1<an hal tersebut 
kepada Penuntut Umum, tersangka atau ketuarganya. 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di 
pertanggung jawabka n, 

(2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang mela
kukan penangkapan dan a~u penahanan. 

BAB IV 

PENUNJUKAN, PENG AWASAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 5 

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyid ik adalah 
a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah • randahnya Peng a• 

tur Muda Tingkat I ( Golongan 11, b ). 

b. ,Berpendidikan serer.dah • rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat 
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A!as atau berpendidikan khusus psny:dlkan atau khusus· di 
bidang teknis Oparasional stau bc,rpen1,1alaman minimal 2 (dua) 
tahun di b idang teknis Operasional. 

c, Daftar Penilaian Pelaksan;aan Pekerjaan fle9awei Nogeri Sipi l 
(DP 3) untuk selama 2 {dua) tahun berturut - tu..-ut harus tar
isi dengan baik. 

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter. 

e. Berumur sckurang-kurangnya 25 tahun. 

Pasal 6 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditunjuk oleh 
Bupati KepalB Daerah atas usul Unit Organisa,i yang ber
sangkutan. 

(2) Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kapa la Daerah se_bagei
mana dimaksud ayat (1) pasal in i diajukan oleh Bupsti Ke
pala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk di usulkan pe
ngangkatannya kepada Menteri Kehakiman. 

(3) Pemberhetian Penvidik sebagairnana diatur dalam Pasal ini. 
diaj ukan olAh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Dalam 
Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
untuk di usulbn kepada Menteri Kehakiman. 

BAB V 

TAT A K E R J A 

Pasa1 7 

Penyidik d -Jla-n melaksanakan tugasnya harus sesuai de
ngan Tatabrj-:1 yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 8 

{1 ) . Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan 
dan t indak lanjutnya sampai penyelesaian di ·Pengadilan Ne
ge,ri. 
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(2) . Laporan sebagaimana di maksud pada eyat (1) pasal ini, 
disamp aikan kepada Pimpinan Unit Organisasinya maslng -
masing untuk diteruskan pada Bupati Kepale Oaerah. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Blaya J>elaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyl
dik dibabankan pada Angga,an Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Hal-hal yang merupakan petaksan~an dari Peraturan Daerah 
inl akan ditetaµkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 12 

(1) D~ngan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka semua ke
tentuan yang bert3ntangan dengan Peraturan Daerah ini di
nyatekan ttdak berlaku lagi. 

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggel diundang~an, 

.A~ar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pe
ngundangari Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
L'1mbaran Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. 

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 
Kabupa1en Oaerah Tingkat II 

Rembang 
ketua, 

• 
ttd. 

SOEGENG SARWONO 

Rembang. 3 Juli 1989 

BUftATI KEP <l. LA DAE~AH rlNGK~T II 
REM BANG 

ttd 

S 0 E R AT M A N, SH 

• 
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Oiundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
Nomor 8 Tahun 1989 Seri D No. 6 

pada tanggal 12 Oktober 1989 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

ttd. 

Ors, S O E D I H A R T 0 

Nlf'. 500 029 611 

DISAHKAN : 

Dengan Keputusan 
Gubernur Kepata Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah 
'J'anggal 4 Oktober 1989 

Namer HS.3/ 300/1989 

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. I 
Jawa Tengah 

Ki,pa la Biro Hukum 

ttd, 

S A R D J I T O. SH, 
NIP. 500 034 .373 



PENJELASAN 

PERATURAN DAER AH KABU PATEN Dl\ERAH TINGKAT 11 
RE M BA N G 

NOMOR 5 TAHUN 1989 

TE N TANG 

PENYIDIK PEG -6.WAI NEGE RI SIPIL DI LINGKUNGAN KABU-
PArEN DAERAH TINGKAT II REMBAN G 

I . PENJELASAN UMUM 

Oalam rangl<a peningkatan tertip H..ikum di Wilayah Kabu
paten Daerah Ttngkat it Rembang untuk menunjang kelancaran 
Pembangunan terutama daIam Upaya Pe negak•m Hukum, dipan
dang perlu menghtur pedoman ptnunjukan dan pembinaan Pe
nyidik yang bertugas menyelanggarakan penyidikan ter h1;dap pe
langgaran - pelanggaran Pera1uran Daerah, 

Landasan Hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai 
Penyidik adalah Und ang -unJang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah N1Jmor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acar■ 
Pidana serta peraturan -peraturan pelak~·G nasn Iainnya. 

Adanya Penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka 
usaha untuk mewujutkan k_eten teraman clan ketertiban di kalang
an masyarakat seh ingQa kesinambungan pen.bangtmen dan ke
lancaran keg1atan Pamerintahan akan berjalan dengan baik, 

Sejal~n dengan ketentuan Pasal 43 ayat ( 2 ) Undang - un
dang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Peme, intahan 

di Daerah, maka Daerah diberi wcwt:nang unt uk menunjuk Pe
nyidik dengan Peraturan Daerah. 

II. P.ENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pesal 1 huruf d : Yang dimaksud dengan Penyidlk sebagaimana
dimeksud f asa l 6 ayat (1) huruf b Lndang-un
dang 8 Tahun 1 ~81 ada1a r1 Pejabat Pegawai 



Pasa l 2 

Pzs;I 3 
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Ndge-i Sipil te,tentu yang diberi w ew enang khu
sus o'eh Undang-und ,rng. 

Yang dimaksud Unit Organisasi adalah Unit Or-
9anisasi dimana Pegawai Negeri Sipi l yang di
t ,JJ jul< sf>bagai Penyidik t ersebut bekerja. 
Cukup jelas. 

Pdsal 4 huruf b : Yang dimaksud ada lah ; 
a. berp endidikan min;mal SL TA dan atau 
b. berpendidikan khusus p enyidikan dan atau 
c. berpendid1kan kh1,sus da lam bidang teknis 

op=trasiona l dan atau 
d berpengalaman minimal 2 Tahun di bidang 

teknis operasiona l. 

Pasal 4 huruf c : Setiap Unsur dalam DP 3 harus terisi dangan 
nilai baik. 

Pasal 5 

Pasal 6 

Penetapan Pegawai - pegawai N~geri Sipil yang 
akan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri baik 
mengenai pengangkatannya sebagaimana dimaksud 
ayat (2) Pasal ini maupun mengenai pemberhen
tic,nnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini 
d1tehlpkan dengan Keputusan Bupati Kepala Da
erah. 

Yang dimak.:;ud disini adalah Tatakerja Penyidik 
yany d iatur dalam Undang • undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang KUHP. dan Peraturan Pe
laksanaannya. 

Pesa! 7 Cukup jelas 

Pasat 8 Yang dimaksud dengan pambinaan dalam hal ini 
meliputi kegiatan peningkatan mutu Penyidik me
lalui pendidikan dan lat ihan. 

F-asal 9 s/d 11 Cukup jelas. 


